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Hak Angket
Ahok Kirim Surat Soal E-Budgeting
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JAKARTA —
Jakarta

Gubernur DKI
~ Basuki  Tjahaja

Purnama bakal mengirim surat -

ke Dewan Perwakilan Rakyat )

Daerah DEKI soal rencana
penggunaan hak angket oleh
para wakil rakyat tersebut. Hak
berawal dari perbedaan versi
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah DEKI Jakarta
2015 yang dikirim pemerin-
talh ke Kementerian Dalam
Negeri dengan yang disahkan
dalam rapat paripurna pada 27
¢ Januari lalu.

Anggaran .yang diserah-
kan ke Kementerian saat itu
hanya mencakup program
yang telah ditetapkan dalam
sistem penyusunan anggaran
secara elektronik (e-budgeting).
Adapun beberapa program
usulan dewan tak terakomo-
dasi. Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dianggap telah melang-
gar Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Ahok—sapaan
Basuki—surat yang akan diki-
rimkan itu berisi penjelasan soal
alasan penggunaan e-budgeting.

“Silakan gunakan hak angkef.

Kami akan melakukan itu saja,”
kata dia, di Balai Kota, kemarin.
Ahok menjelaskan, dasar
penggunaan: e-budgeting ada-
lah temuart Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) {tentang anggaran
siluman selama dua tahun
berturut-turut. Lembaga ter-
sebut menemukan proyek fiktif
dalam APBD 2013 senilai Rp
1,368 triliun. Kejadian itu ter-
ulang pada APBD 2014 saat
BPKP mendapati adanya ang-
garan siluman dengan jumlah
hampir mencapai Rp 4 triliun.
Saat itu, Ahok menuturkan,
anggaran masih disusun secara
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Ke Dewan

manual. Jajaran satuan kerja
perangkat daerah mendata
sermua kegiatan tanpa bantu-

: an -sistem. Akibatnya, banyak

; program ganda yang- tercan-

tum dalam anggaran beberapa
satuan kerja.

Penggunaan e- budgetmg,
menurut Ahok, tak bisa chtgn—
da lagi. Sebab, menurut dia,
penggunaan format lama
hanya akan mengulang kejadi-

_an yang sama. Karena itu, uicap

dia, pemerintah DKI berkukuh
akan mengirimkan anggaran
dalam format e-budgeting ke
Kementerian Dalam Negeri.
“Kami tinggal tunggu proses
selanjutnya,” kata dia.
Sekrétaris DKI, Saefullah,
mengatakan surat tersebut
akan dikirim pada pekan
ini. “Tak ada istilahnya kami

‘kurang berkomunikasi,” tutur-

nya kemarin.

Ketua Partai
Demokrasi Indonesia
Perjuangan di DPRD, Jhonny
Simanjuntak, mengapresiasi
rencana Ahok tersebut. Namun,
ia menuturkan, Dewan akan
tetap menggunakan hak ang-
ket guna mengevaluasi kebi-
jakan Ahok ihwal pengiriman
anggaran itu. “Tidak selamanya
kebijakan Ahok sebagai guber-
nur itu benar,” ujar dia.

Ketua Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera, Selamat Nurdin,
mengatakan penggunaan
hak angket bertujuan meng-
klarifikasi berbagai tata lak-
sana kebijakan yang diambil
pemerintah DEKI. Nantinya,
Dewan akan mengundang para
pemangku kepentingan dan
pihak terkait untuk mencari
penjelasan soal skema penyu-

Fraksi

- sunan dan pengajuan anggaran

ke kementerian. “Penggunaan
hak angket itu skema paling
obyektif untuk menyelesaikan

masalah ini,” kata Selamat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat, menga-

takan pihaknya tak menjalin |

komunikasi khusus dengan ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk mengantisipasi

. digulirkannya hak angket terse-

but.“Anggota Dewan itu teman-
teman kami juga,” kata dia, di
Balai Kota, kemarin. ;
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